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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pemberdayaan Mayarakat  

Pemberdayaan dalam Oxfort English Dictionary adalah terjemahan dari kata 

empowerment yang mengandung dua pengertian (1) to give power to (memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. (2) 

to give ablity to, enable (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal 

dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau 

keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah 

suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan 

martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan dirin secara 

mandiri.
10

 

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya (empowerment) atau 

penguatan (strengthening). Masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu society yang 

berarti kawan, dan berasal dari Bahasa Arab yaitu syik yang berarti bergaul
11

. 

Pemberdayaan membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 

tersebut merupakan kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang 
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mereka lakukan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. 

 Keberdayaan menurut Adjid adalah kondisi dinamik yang merefleksikan 

kamampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang 

diacunya (diidamkannya), maka dari itu pemberdayaan berarrti usaha (program, 

proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai 

tujuan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membantu 

masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan 

mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.
12

 Unsur 

utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat, kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan.
13

 

 Kadarisman menyatakan pemberdayaan adalah merupakan suatu proses untuk 

menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan yang 

diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.
14

 Pada prinsipnya 

pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak 

berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar 

akulturasi diri. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pendapat  Payne dan 

Shardlow mengenai tujuan dari pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama 
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pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan 

dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. 

Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut 

permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha 

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa 

depan sesuai dengan keinginan mereka.
15

 

 Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus 

dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang (Enabling); (2) Menguatkan potensi dan daya yang 

dimiliki masyarakat (Empowering); (3) Memberikan perlindungan (Protecting). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu 

kemiskinan serta keterbelakangan.
16

 Dalam konteks pembangunan desa, 

pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
17

 

 Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni 

mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu 

pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya 
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kemandirian. Bertolak ada pendapat ini, berarti pemberdayaan tak saja terjadi pada 

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan , akan tetapi pada masyarakat yang 

memiki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai 

kemandirian.
18

 

 Ahmad Sururi berpendapat bahwa Pemberdayaan Masyarakat sebagai sebuah 

strategi sekarang telah banyak di terima bahkan telah berkembang dalam berbagai 

literature di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep 

pembangunan merangkum nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dinamis di 

masyarakat dan mencerminkan paradigm pembangunan yang bersifat people centered 

atau berpusat kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan. Secara 

konseptual pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keeterbelakangan dengan kata lain 

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
19

   

 Ristinura Endrika berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia. Ketercapaian tujuan pemberdayaan masyarakat di pengaruhi oleh strategi 

yang di gunakan dalam proses pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif dari 

anggota bertujuan agar anggota tidak sekedar mengetahui informasi tetapi memahami 
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proses yang berlangsung sehingga dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan 

tersebut kepada pihak lain.
20

  

 Menurut Ibrahim terdapat 6 Faktor utama hambatan dalam inovasi 

pemberdayaan, yaitu pertama kurang tepatnya perencanaan atau estimasi dalam 

proses difusi inovasi, kedua adanya konfilk dan motivasi, disebabkan karena adanya 

masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antar anggota tim pelaksana, kurang 

motivasi untuk bekerja dan berbagai macam sikap pribadi yang mengganggu 

kelancaran proses inovasi, ketiga inovasi tidak berkembang, keempat, masalah 

finansial, kelima penolakan kelompom tertentu dan keenam kurang adanya hubungan 

sosial.
21

 

 Menurut Mu’arifudin dalam artikelnya dia mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lainbidang permodalan, 

yang di sebabkan oleh tingkat sumberdaya manusia yang rendah dalam hal 

pengadministrasian modal, yang kedua bidang produksi meliputi kepemilikan lahan 

yang sempit dan iklim yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman dan kurangnya 

motivasi, dan yang terakhir bidang pemasaran yang terjadi ketergantungan antar 

kelompok lain.
22
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 Dari pernyataan para ahli mengenai pemberdayaan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah pemberian daya atau kekuatan dari 

pihak yang mempunyai kekuatan kepada pihak yang tidak berdaya/belum berdaya 

agar pihak yang belum berdaya dapat menangani masalahnya sendiri seperti masalah 

kemiskinan dan ekonomi  yang nantinya orang tersebut dapat mencapai kemandirian 

dalam segala hal baik ekonomi maupun lainnya. 

 Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara 

ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:
23

 

a. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. 

Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian 

nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk 

menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua 

warga negara. 

b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang 

kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang 

benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, 

maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan 

struktural.  

c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional 

ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi 

subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-

langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber 

pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan 

teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia. 

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan 

produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya 

memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya 

kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih 

lemah dan belum berkembang. 

e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian 

peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) 

memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku 
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ekonomi rakyat bukan sekadar price taker;  (3) pelayanan pendidikan dan 

kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha 

baru; dan (6) pemerataan spasial. 

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan 

modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan  (3) peningkatan 

akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi 

masyarakat lokal. 

Sedangkan pengertian masyarakat sendiri menurut Gillin dan Gilling adalah 

kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang 

diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam 
24

. Pemberdayaan masyarakat adalah 

pemberdayaan leksikal berarti penguatan secara teknis istilah pemberdayaan dapat 

disamakan dengan istilah pengembangan dalam pengertian lain, pemberdayaan 

adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat di 

berdayakan untuk memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.
25

 

2. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM)  

Jalin Matra ( Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) adalah program 

pengentasan kemisikinan yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur.  Progran Jalin 

Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) dalam tujuannya membidik 

perekonomian rumah tangga yang masuk kedalam Desil 1 dapat di klasifikasikan 

sebagai rumah tangga miskin dan sangat miskin kelompok rumah tangga sangat 

miskin ini relative belum pernah mencapai target spesifik prioritas berbagai 

penanggulangan kemiskinan secara eksklusif. Program Jalin Kesra yang di 

laksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur MULAI TAHUN 2010-2013. Untuk 
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kelanjutan (sustain)penanganan sisa layak eksekusi tersebut, pemerintah Provinsi 

Jawa Timur membangun kemitraan kerja dengan pemerintah Kabupaten di Jawa 

Timur dengan beberapa perubahan dan perbaikan pengelolaan di tetapkan program 

Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin. Program Jalin Matra BRTSM ini 

direncanakan pelaksanaanya mulai Tahun 2014-2018 dengan sasaran kepada tangga 

sangat miskin dengan status kesejahteraan 5% terendah. 
26

    

Prinsip dalam pelaksanaan Program bantuan BRTSM yaitu  yang pertama 

kepedulian sosial Jalin Matra Bantuan RTSM pada hakikatnya merupakan 

implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar memiliki daya tahan hidup. Sehingga 

negara berkewajiban mendorong Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan 

Kota, Pemerintah Desa dan masyarakatnya melakukan kepedulian sosial.Jalin Matra 

Bantuan RTSM dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial. Yang kedua yakni 

partisipatoris. Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan dengan membuka 

ruang publik, partisipasi aktif Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan, serta 

masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam Rembug Warga/Udhar 

Gelung. Yang ketiga Transparan dan Akuntabel, Pelaksanaan Program Jalin Matra 

Bantuan RTSM secara terbuka dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 

setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses 
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bagi publik memberikan kritik konstruktif dan atau masukan perbaikan pelaksanaan 

program. Yang keempat keterpaduan Pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM 

melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Pemerintah Desa, 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perguruan Tinggi, tenaga 

pendamping, swasta dan masyarakat, yang memiliki kepedulian terhadap orang 

miskin serta bekerja secara sinergis dan terpadu. Dan yang terakhir Keberlanjutan 

(Sustainability) Jalin Matra Bantuan RTSM pada dasarnya merupakan stimulan bagi 

bertumbuhnya dan berkembangnya kondisi ekonomi dan sosial RTSM. Selanjutnya 

pemerintah Desa berkewajiban dalam membina RTSM untuk mengembangkan 

bantuan yang telah diterima secara berkelanjutan.
27

 

Adapun maksud dan tujuan dari Jalin Matra BRTSM ini secara umum  adalah 

sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, 

sedangkan secara khusus tujuan jalin matra BRTSM adalah : Memberikan akses 

interaksi dan perlindungan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin melalui 

optimalisasi peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Memperluas akses 

Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap usaha produktif untuk peningkatan asetusaha/ 

pendapatankeluarga. Membantu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi Rumah 

Tangga Sangat Miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; Mendorong motivasi 
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berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) RTS dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraannya.
28

 

Anggaran bantuan RTSM yakni Anggaran Jalin Matra Bantuan RTSM 

bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Bantuan Keuangan Khusus 

kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah RTSM dikalikan Rp 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional tingkat 

Desa dan Honor Pendamping Desa.  Bantuan kepada RTSM melalui Pemerintah Desa 

dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil 

identifikasi kebutuhan RTSM, yang pemanfaatannya adalah untuk: modal investasi 

dalam bentuk sarana prasarana, modal usaha dan untuk kegiatan usaha pendukung. 

Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut: 

1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana 

prasarana usaha dan Modal Kerja minimal70%; 

2. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan 

Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%; 

3. Dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar maksimal 10%.
29

 

3. Kemiskinan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kemiskinan adalah berasal dari 

kata “miskin” yang artinya tidak berharta, kekurangan (berpenghasilan rendah) lalu 
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kemiskinan itu sendiri adalah keadaan miskin. Jadi dapat diartikan kemiskinan 

merupakan suatu keadaan seseorang atau kelompok dalam kekurangan/pengasilan 

rendah.
30

 Kemiskinan  menurut  Emil Salim merupakan suatu situasi atau keadaan 

dimana manusia atau penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Dan mereka 

dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan yang diperoleh tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan yang paling pokok 

semisal makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain
31

 

Menurut Andre Bayo Ala
32

, terdapat beberapa aspek kemiskinan yaitu: 

1) Bahwa kemiskinan sifatnya multidimensional karena menyangkut karakter 

manusia yang memerlukan berbagai jenis kebutuhan dan terkait dengan berbagai 

dimensi kehidupan. Kemiskinan meliputi aspek primer yaitu miskin asset, 

organisasi sosial politik dan pendidikan dan keterampilan. Dan juga aspek 

sekunder yaitu miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. 

Kemiskinan juga menyangkut berbagai berbagai dimensi diantaranya berupa 

kekurangan protein dan kalori,sarana perumahan yang tidak sehat,pendidikan 

yang tidak memenuhi standar kualitas dan fasilitas kesehatan yang terbatas. 

2) Aspek- aspek  kemiskinan yang saling berkaitan yang berarti bahwa persoalan 

kemsikinan menyangkut dimensi kehidupan individu dan sosial, ekonomi dan 

non-ekonomi yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

3) Kemiskinan menyangkut nasib kehidupan manusia yang berarti bahwa persoalan 

kemiskinan tergantung bagaimana manusia mensikapinya. Jadi kebijakan 

pengentasan kemiskinan harus berorietasi pada upaya merubah pola pikir dan 

perilaku masyarakatnya agar terlepas dari jerat kemiskinan. 

   Konsep kemiskinan bersifat multiidimensional, oleh karena itu cara 

pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan 

hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Dilihat dari sisi 
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proverty profle masyarakat, menurut Tjokrowinoto, kemiskinan tidak hanya  

sekedar menyangkut persoalan kesejahteran (welfare) saja, tetapi kemiskinan 

juga menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan 

(powerless),  akses kepada berbagai peluang kerja yang sulit, menghabiskan 

sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, tingkat 

ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan 

terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi 

berikutnya.
33

 

 Kemiskinan acapkali terkait dengan kerentanan. Orang miskin biasanya 

sekaligus berada pada kondisi yang rentan, atau lemah. Orang miskin tidak memiliki 

daya kemampuan yang cukup dibanyak bidang. Secara eksplisit dapat diketahui 

bahwa orang  miskin secara ekonomi, dibarengi oleh msikin pendidikan, sedikit 

wawasan, tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Lemahnya sistem pertahanan 

ekonomi telah mempengaruhi ketahanan di banyak bidang. Dengan demikian jika 

mendapatkan tekanan kondisi sedikit saja, sudah mengalami keuslitan dan juga jatuh. 

 Kemiskinan juga dibarengi oleh ketidakberdayaan. Orang miskin tidak 

memiliki daya atau kemampuan yang cukup. Biasanya tidak berdaya secara ekonomi, 

pendidikan, politik, sosial maupun kekuasaan. Ketidakberdayaan ekonomi 

disebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi, kegiatan pelayanan jasa, 

dan lain-lain. Kalaupun masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan produksi, 

pelayanan jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya, biasanya hanya dalam komoditas yang 
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rendah nilainya, dengan perputaran waktu yang lambat, sehingga sangat sedikit 

keuntungan yang didapat. Pengahsilan yang diperoleh hanya cukup untuk konsumsi, 

dan tidak melakukan tabungan atau membangun permodalan dari komoditas yang 

diusahakannya. 

 Chambers menyatakan bahwa masyarakat miskin ialah kelompok warga yang 

kurang beruntung. Berikut kriteria sebagai tolak ukur yang bersifat kualitatif atas 

ketidakberuntungan tersebut dengan beberapa ciri berikut ini :
34

 

1) Rumah tangga miskin hanya memiliki sedikit sekali harta kekayaan atau 

bahkan tidak punya sama sekali. Tempat tinggalnya berukuran sempit yang terbuat 

dari bambu, kaya, tanah liat dan perabotan yang dimiliki hanya sedikit. Rumah 

tangga miskin ada juga yang mempunyai rumah berdnining tembok dan berlantai 

keramik, hanya saja itu berkat jerih payah anggota keluarga yang sebagai tenaga 

migran di luar negeri. Rumahnya sering tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci dan 

kakus. Kondisi ekonomi sehari-hari rumah tangga ini rapuh bahkan untuk 

kebutuhan pokok setiap hari mengalami kesulitan. Produktivitas tenaga kerja rendah 

dan sumber pendapatan utama tertumpu pada kiriman uang dari luar negeri yang 

tidak terjadwal. Pola nafkah cenderung bertani pada lahan yang sempit. 

2) Rumah tangga miskin lemah jasmani. Beban tanggungan ekonomi yang harus 

dipikul kepala rumah tangga miskin cukup berat. Kehidupan seiap harinya dijalani 

dengan kepasrahan. Sebagian merasa oaknya dipaksa berputar terus untuk 

memikirkan pembagian alokasi biaya hidup untuk hari ini dan bahkan tak sempat 

berpikir hari esok. Kebutuhan biaya kesehan terabaiakan karena mementingkan 

biaya kebtutuhan pokok serta pola makan dengan status gizi yang rendah 

menyebabkan kondisi jasmani anggota rumah tangga miskin menjadi menderita gizi 

buruk. 

3) Rumah tangga miskin tersisih dari arus kehidupan. Rumah tangga miskin di 

pedesaan pada umumnya bertempat tinggal di lokasi pinggiran dan terpencil jauh 

dar keramaian dan pusat informasi. Begitu juga di perkotaan, warga miskin 

menempati rumah tinggal  yang berada di pemukiman padat yang dihmpit oleh 

gedung/toko,tepian sungai, sekitarn stasiun kereta api atau terminal bus. Akses 

terhadap fasilitas pendidkan rendah yang menyebabkan mereka putus sekolah. 

Warga miskin ini jarang bersedia aktif berpartisipasi dalam ragam pertemuan, rapat 

maupu kegiatan sosial formal/non formal. 
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4) Rumah tangga miskin yang rentan. Rumah tangga miskin hanya mempunyai 

penyanga yang lemah untuk menghadapi berbagai kebutuhan yang mendesak. 

James Scott menyatakan kerentanan rumah tangga miskin khususnya yang nafkah 

sebagai petani di pedesaan dibuktikan dri etika subsistensi yang melekat pada 

keluarganya. Dengan kehidupan yang berada pada ambang batas subsistensi 

mengakibatkan warga petani miskin rentan terserang berbagai masalah walau hanya 

menghadapi suatu bencana yang minimum. Kondisi bencana minimun bisa seperti 

kondisi ketersediaan pangan yang minim. 

5) Rumah tangga miskin tidak berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat miskin 

tidak terlepas dari tekanan internal dan eksternal sistem sosial di lingkungan 

masyarakat sekitarnya. Akses kesempatan untuk mendapat pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan, komunikasi, teknologi tergolong relatif rendah. Persaingan ketat harus 

dihadapi untuk mendapatkan pekerjaan produktif. 

  Emil Salim memberikan ciri-ciri penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan sesuai dengan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut:
35

 

1) Pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah 

yang cukup, modal dan keterampilan, sehingga mereka tidak mampu menciptakan 

pendapatan. 

2) Mereka tidak memiliki keterampilan untuk memperoleh aset produksi dengan 

kemampuan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan 

maupun modal usaha. Sedangkan syarat untuk memperoleh kredit dari lembaga 

keuangan adalah harus mempunyai jaminan kredit. 

3) Tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar. Pendidikan rendah 

membawa akibat produktifitas rendah dan pendapatan rendah, sehingga mereka 

tidak dapat menikmati pendidikan tinggi. 

4) Mereka banyak tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah atau dengan 

tanah yang luasnya terbatas. Mereka banyak yang menjadi buruh tani dan bekerja 

pada sektor pertanian dengan musiman, sehingga pekerjaan mereka tidak 

bersambung dan menjamin pekerjaan mereka. 

5) Banyak mereka tinggal di kota dengan tidak memiliki keterampilan, 

sedangkan pekerjaan di kota dengan sektor industri yang banyak menggunakan 

tehnik tinggi. Dengan demikian mereka tidak punya peluang untuk masuk pada 

sektor tersebut. Sehingga kehadiran mereka akan menciptakan kemiskinan yang 

dapat menimbulkan masalah baru di kota. 
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 Kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sesuai sudut pandang 

yang digunakan. Menurut Sumodiningrat kemiskinan dibagi menjadi lima jenis, 

adalah sebagai berikut :
36

 

1) Kemiskinan absolut 

Menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya 

(pendapatan) begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
37

 

2) Kemiskinan relatif 

Jenis kemiskinan ini dicirikan bila pendapatan yang diperoleh seseorang atau rumah 

tangga berada di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibandingkan 

rata-rata tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya. 

3) Kemiskinan Kultural 

Pada kemiskinan kultural terdapat sikap dan perilaku seseorang atau rumah tangga 

yang tidak mau bersedia bekerja secara produktif untuk perbaikan mutu kehidupan 

disebabkan tekanan faktor budaya. 

4) Kemiskinan Kronis 

Kemiskinan kronis terjadi apabila pengaruh beberapa faktor bekerja secara 

simultan. Berbagai faktor yang sering menyebabkan kemiskinan kronis dapat 

bersifat internal dan eksternal. Faktor internal meliputi : sumber daya terbatas, 

tingkat produksi rendah, budaya menyebabkan perilaku kurang produktif, 

pendapatan rendah, tunakarya, tingkat pendidikan rendah dan lain-lain. Adapaun 

faktor eksternal meliputi : lapangan pekerjaan terbatas, fasilitas informasi jaringan 

kerja belum memadai, penetrasi pasar kuat, daya saing pelaku ekonomi luar sistem 

sosial lebih kuat dan kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan warga 

miskin. 

5) Kemiskinan Sementara 

Jenis kemiskinan sementara terjadi karena siklus ekonomi terganggu oleh berbagai 

faktor yang mampu mengalihkan kondisi nromal ke kondisi tertentu dengan indikasi 

kemunculan krisi. Masyarakat dimungkinkan terkena kemiskinan sementara ketika 

menghadapi bencana alam.   
 

4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat  

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

ketrampilan atau kemampuan menjadi lebih baik
38

sedangkan perekonomian yang 
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mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah 

rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari dasar kata tersebut lalu mendapat 

imbuhan per dan an sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian 

tindakan, aturan atau cara mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup
39

. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peningkat perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tanggauntuk menjadi lebioh baik 

dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup peningkatan perekonomian 

masyarakat yang di maksut dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapat yang di 

peroleh masyarakat di desa.  

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan
40

. Sedangkan 

perekonomian yang mempunyai kata dasara ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas 

produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayan (seperti halnya 

keuangan, perindustrian dan perdagangan)
41

. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau 

perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kea rah perekonomian yang lebih 

baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.  

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat 

kecil dan di adopsi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi 
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kerakyatan mengembangkan system ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat berarti harus meningkatkan 

kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan 

potensinya, atau dengan kata lain memberdayakan. Upaya pengerahan sumberdaya 

untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktifitas 

masyarakat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar 

masyarakat dapat di gali dan di manfaatkan. Dengan demikian masyarakat dan 

lingkungannya dapat mampu secara partisipatif menghasilkan dan membuahkan nilai 

tambah yang meingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.  

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga 

segi, yaitu
42

 :  

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia 

memiliki potensi yang dapat di kembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama 

sekali tanpa daya.  

b) Memperkuat ekonomi yang dimiliki masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat 

potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan tariff 

pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk 

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.  

c) Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat 

dan mecegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah 

eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi 

masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan 

pengembangan prakarsanya 
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B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian dari Mardi dan Zulkarnaini.
43

 Tujuan penelitian 

mengetahui program bantuan keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat 

Berdasarkan sub indicator tahap persiapan program cukup maksimal di laksanakan, 

dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa pelaksanaan program cukup baik dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak dari pelaksanaan program 

cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Moh. Ibnu Zakaria Al-Ansor
44

, dari penelitian ini dapat diketahui tujuan 

penelitian yakni mengetahui perilaku penerima bantuan Jalin Matra BRTSM dalam 

konteks peningkatan taraf hidup masyarakat di desa Dadapkuning Kecamatan Cerme 

Kabupaten Gresik Dengan hasil penelitian bahwa penerima bantuan merasa sangat 

beruntung dan merasa bahwa bantuan tersebut sangat memberikan kontribusi secara 

ekonomi dan menjadi lebih optimis dalam menjalankan usahanya. 

Ngafifah
45

. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi dasa 

remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

rumah tangga di Kabupaten Tulungagung. hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengiriman remitansi TKI berkontribusi dalam pertumbuhan kesejahteraan ekonomi 
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masyarakat di Tulungagung. Kontribusi tersebut bisa dilihat dari sosial, gaya hidup 

dan perubahan status sosial dan juga pada tenaga kerja di daerah asal. 

Adelia Larosa
46

. Tujuan penelitian ini yakni untuk menhetahui pengaruh 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. dari penelitian ini 

dapat diketahui pengaruh pelaksanaan program p2mb dan pelaksanaan program 

tersebut menurut perspektif islam, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

program sarana dan prasarana serta SPP (Simpan Pinjam Perempuan ) yang didanai 

P2MB  sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Teknik Operasional Kegiatan. 

Ismail Humaidi
47

 . Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji 

manajemen pengelolaan industry kerajinan tangan, serta mengetahui taraf 

perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah menggeluti industry kerajinan 

tangan. Hasil penelitian ini yakni manajemen pengelolaan di industry kerajinan 

tangan desa Tutul meliputi permodalan, bahan baku, produksi, dan pemasaran. 

Keberadaan industry kerajinan tangan tersebut mempunyai dampak positif terhadap 

masyarakat yaitu berkurangnya pengangguran, meningkat taraf perekonomian serta 

banyak masyarakat yang beralih profesi dari buruh tani menjadi karyawan di 

karenakan pendapatan yang di peroleh lebih besar dari pada saat buruh tani. 
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